
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.999, 2019 KEMENKES. Sistem Informasi Puskesmas. 

Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG 

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen 

penyelenggaraan Puskesmas perlu dukungan Sistem 

Informasi Puskesmas yang mampu menjamin 

ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, 

terkini, berkelanjutan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Puskesmas; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2015 Nomor  58, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM 

INFORMASI PUSKESMAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.  

2. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang 

menyediakan informasi untuk membantu proses 

pengambilan keputusan dalam melaksanakan 

manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran 

kegiatannya.  

3. Pencatatan adalah serangkaian kegiatan untuk 

mendokumentasikan hasil pengamatan, pengukuran, 

dan/atau penghitungan pada setiap langkah upaya 

kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas. 
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4. Pelaporan adalah penyampaian data terpilah dari hasil 

pencatatan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan 

dan kebutuhan yang telah ditentukan.  

5. Identitas Puskesmas adalah data yang menunjukan  

nama, kode, status akreditasi, alamat, dan kategori 

Puskesmas. 

6. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan 

perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja yang 

secara sistematik dilaksanakan Puskesmas dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi secara efektif dan 

efisien yang didukung dengan pola kepemimpinan yang 

tepat. 

7. Tim pengelola Sistem informasi Puskesmas yang 

selanjutnya Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk 

untuk melaksanakan pengolahan, pemanfaatan,  dan 

penyiapan bahan laporan Sistem Informasi Puskesmas. 

8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja 

perangkat daerah yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan di kabupaten/kota. 

9. Dinas Kesehatan Provinsi adalah satuan kerja perangkat 

daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di 

provinsi. 

 

Pasal 2 

Pengaturan Sistem Informasi Puskesmas bertujuan untuk: 

a. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi 

Puskesmas yang terintegrasi; 

b. menjamin ketersediaan data dan informasi yang 

berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses; dan 

c. meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di 

wilayah kerjanya melalui penguatan manajemen 

Puskesmas. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan Sistem 

Informasi Puskesmas. 

(2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi 

kesehatan kabupaten/kota. 

(3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik 

dan/atau secara nonelektronik. 

(4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit mencakup: 

a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan 

jaringannya; 

b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan 

jaringannya; 

c. survei lapangan; 

d. laporan lintas sektor terkait; dan 

e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya. 

(5) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas 

wajib dilakukan pembersihan, validasi, dan 

pengelompokan data sesuai kebutuhan. 
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Bagian Kedua 

Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Puskesmas dan 

Jaringannya 

 

Paragraf 1 

Pencatatan  

 

Pasal 4  

(1) Setiap pelaksana kegiatan Puskesmas dan jaringannya 

wajib melakukan pencatatan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

(2) Lingkup pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pencatatan: 

a. data dasar; dan 

b. data program. 

(3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. identitas Puskesmas; 

b. wilayah kerja Puskesmas; 

c. sumber daya Puskesmas; dan  

d. sasaran program. 

(4) Data program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b meliputi data: 

a. upaya kesehatan masyarakat esensial; 

b. upaya kesehatan masyarakat pengembangan;  

c. upaya kesehatan perseorangan; dan 

d. program lainnya.  

(5) Data program lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4) huruf d meliputi data manajemen Puskesmas, 

pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan 

kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan 

kunjungan keluarga. 

(6) Data upaya kesehatan perseorangan dicatat dalam 

bentuk rekam medis yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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